BAB I
PERNIKAHAN DALAM ISLAM

2.1. Pengertian Pernikahan

2.1.1. Pengertian Nikah menurut Bahasa (Etimologi)

Kata nikah berasal dari bahasa Arab yaitu, LK b — C<‘ - li artinya

mengawini (Yunus, 1972, 467). Nikah berarti menghimpun atau
mengumpulkan. Salah satu upaya menyalurkan naluri seksual suami istri
dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan
keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas

bumi (Dahlan, 1996, 329).

Perkawinan berasal dari F’"’yéng menurut bahasa artinya

membentuk keluar an hubungan kelamin
atau bersetubuh. Per erbahasa Arab disebut
dengan dua kata yait a-ka-ha banyak tedapat
dalam al-Quran denga ga banyak terdapat kata

za-wa-ja dalam al uran dengan arti kawin (Ghazall 2003, 7).

Nikah juga dlartlkan P AQ Rﬁpul atau bergabung) dan al-
ikhtilath (bercampur). Ni % lam maksudnya adalah akad
perkawinan (Al-Mashri, 2012, 11).

2.1.2. Pengertian Nikah menurut Istilah (Terminologi)

Secara terminologi nikah adalah akad yang ditetapkan syara’ untuk
membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan serta
menghalalkan bersenang-senang perempuan dan laki-laki (Bunyamin dan

Hermanto, 2017, 1).

Berdasarkan pengertian fikih nikah adalah akad yang mengandung

kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin
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atau yang semakna dengannya (Dahlan, 1997,32). Menurut istilah hukum

terdapat beberapa defenisi, di antaranya adalah:

Menurut golongan Hanafiyah, nikah adalah:

(Jaziri,tt 8) \aues dxl) e s e aly CKA\

“Nikah itu adalah akad yang memfaedahkan memiliki, bersenang-
senang dengan sengaja”.

Menurut golongan asy-Syafi'iyah, nikah adalah:
(Jaziri,tt 8) | e | o5 5 CK-\ Laly o bl el ey e &l CK-J\

“Nikah adalah akad yang‘rﬁé.nﬁgaridun‘g ketentuan hukum kebolehan
watha’ dengan lafaz mikah wij atau yang satu makna dengan
keduanya”.

Wahbah al-Zu apat yang Dberbeda,

sebagaimana dikutip dalam buku al- Figh al-

Islam wa Adillatuhu, y

= SUINIMAM BONJOL ™
D Jo A s
“Perkawinan menurulE)Aa yaﬁ ﬁa@ang ditetapkan syara’ untuk

membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan

menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.”

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat dipahami bahwa para ulama
masih memandang nikah hanya dari satu segi saja , yaitu kebolehan
hukum antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang semula
dilarang berhubungan. Secara keseluruhan pula, mereka berpendapat
nikah merupakan akad yang ditetapkan oleh syara’ bahwa seorang suami
dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang

istri dan seluruh tubuhnya. Mereka tidak memperhatikan tujuan dari
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pernikahan yang sesungguhnya, bahwa di dalam pernikahan terdapat
pengaruh hak dan kewajiban yag harus dimiliki suami istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dinyatakan
dalam pasal 2 yaitu pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau
mitsaqon ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya
merupakan ibadah (Departemen Agama, 2013, 324).

Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia yakni UU No 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan pengertian perkawinan
dalam pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “perkawinan ialah ikatan lahir
bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan
kekal berdasarkan Ketuhanan yahg M-aha Esa” (Departemen Agama, 2013,
~ - ..

2.2. Dasar Hukum P
2.2.1. Dasar Hukum
2.2.1.1. Dalil al-Qur’
Allah telah men

mpuan sehingga mereka

dapat berhubungan satu samad lain, sehingga saling mencintai,

menghasilkaUlNu'aMAMhB@de@ala_n sesuai dengan
firman Allah dalam QS alPA@AlN G
Jim5 ) 15ied el akad 50 S0 Gl O Zandls s

> .o cer - P s Ze ¢ 8 o
oty a3l N S § o) BTy 855 vl
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu
cendrung dan tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Depag,
2010,406).

A\

Ayat di atas menguraikan pengembangbiakan manusia serta bukti

kuasa dan rahmat Allah dalam hal tersebut. Ayat di atas melanjutkan
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pembuktian yang lalu dengan menyatakan bahwa, dan juga, di antara
tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu secara
khusus pasangan-pasangan hidup suami atau istri dari jenis kamu sendiri
supaya kamu tenang dan tenteram serta cenderung kepadanya, yakni
kepada masing-masing pasangan itu, dan dijadika-Nya di antara kamu
mawaddah dan rahmah. Sesunnguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir tentang kuasa dan
nikmat Allah (Shihab, 2012,185).
Allah berfirman dalam QS an-Nahl ayat 72:

“Allah menjad
sendiri dan mé
anak-anak dan

angan dari jenis kamu
lgan-pasangan kamu itu,
u rezki dari yang baik-
baik. Maka, ap? C g il mereka beriman dan
terhadap nikmat Allah eka terus-menerus Kkafir.” (Depag,

““UIN IMAM BONJOL

Ayat ini m n dari uraian tentang rezki
Allah kepada manusia, ?&ﬁm‘Gngm hidup dan buah dari
keberpasangan itu. Allah berfirman: dan di samping anugerah yang
disebutkan di atas Allah juga menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan
dari diri, yakni jenis kamu sendiri, agar kamu dapat merasakan
ketenangan hidup dan menjadikan bagi kamu dari hasil hubunngan kamu
dengan pasangan-pasangan kamu itu, anak-anak kandung dan
menjadikan dari anak-anka kandung itu cucuc-cucu, baik lelaki maupun
perempuan. Dan bukan hanya itu anugerah Allah, Dia juga memberi kamu
rezki dari aneka anugerah dan rezki yang baik-baik, yakni yang sesuai

dengan kebutuhan kamu dan tidak membawa dampak negatif terhadap
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kamu, baik berupa harta benda, pangan, dan lain-lain, yang memelihara
kelanjutan dan kenyamanan hidup kamu (asy-Syangqithi, 2007, 520-521).

Allah juga berfirman dalam surah Yasin ayat 36:
. :‘i,/} 955,4} rf P 2 L PE e o .4,,//,}
s 23 N a5 Les s 295N Bl (6l e

- 27 =5 A _

RIS

“Maha suci tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan
semuanya, baik apa yang ditumbuhkan dari bumi dan dari diri

mereka maupun apa yang tidak mereka ketahui” (Depag,
2010,442).

Ayat di atas mensucikan Allah dari segala sifat buruk atau
kekurangan yang disandangka’rikep-adan-Nya. maha suci Dia dari segala

kekurangan dan sifat Buru tuhan yang telah menciptakan

pasangan-pasanga g berfungsi sebagai

pejantan dan betina hkan oleh bumi, seperti
kurma dan anggur, d ereka sebagai manusia,
dimana mereka terd puan, dan demikian pula

dari apa yang tidak atau belum™mereka ketahu, baik makhluk hidup

maupun benl N M AM-BONJOL

Allah juga berfirmaMBﬁNGisa’ ayat 1:

ST N < TR B R TN A o

%&})}&)w@wﬁbd:ﬂ‘ J‘).R_: &U‘Lnl‘_:
A e e, G B GRS

“Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada tuhanmu yang telah

menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah

menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah mengembang

biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak” (Depag, 2010,77).

3!

Allah menyifati Dzat-Nya dengan (menyatakan) bahwa dialah satu-
satunya Dzat yang menciptakan seluruh manusai dari sosok yag satu.

Allah juga memberitahukan hamba-hamba-Nya tentang awal penciptaan-
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Nya terhadap jiwa yang satu itu, serta mengingat mereka bahwa mereka
semua adalah keturunan seorang laki-laki dan seorang perempuan,
bahwa sebagian dari mereka berasal dari sebagian yang lain, layaknya
hak seorang saudara yang merupakan kewajiban bagi saudaranya (yang
lain), sebab garis keturunan mereka menyatu pada sosok ayah dan ibu
yang sama (ath-Thabari, 2008, 351).

Al-Quran menyatakan bahwa berkeluarga itu termasuk sunnah
Rasul-rasul sejak dahulu sampai Rasul terakhir Nabi Muhammad SAW,

sebagai tercantum dalam surah al-Ra’d ayat 38:

(>3

Ze Ao o CEL N oo can v Zisa o aE e
M)J)b‘))\v.&u&jgﬂ}gwwjuuj‘MJ

“Dan sesungguhnya kamig te-l'éh mengutus beberapa rasul sebelum
kamu dan kami memberikan: kepada mereka istri-istri dan
keturunan” (Depagj 201 |

Firman Allah 32 perlu mendapatkan

ol =L PRt W < VT s
UIN IMAWB@N«J@L@M Tas 55

“Dan kawinilah o ﬂ dirian di antara kamu dan
orang-orang yang ayak erk ari hamba-hamba sahayamu
yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika

mereka miskin niscaya Allah akan memampukan mereka dengan
karunia-Nya” (Depag, 2010,354).

2.2.1.2. Dalil Hadits

Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada umatnya untuk
menikah, karena pernikahan itu dapat menjaga diri dari segala

perbuatan yang buruk. Rasulullah SAW bersabda:

ij‘wb a;«u\ S«- tUa.u.u\ e UL“A\ J..«uw L oo djé\ Jj..u) Jb J\ﬁ By U"\ u,C«
(eld) .7l oty padd el 415
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“Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, Hai para
pemuda, barangsiapa yang telah sanggup di antara kamu untuk
kawin, maka kawinilah, karena sesungguhnya kawin itu dapat
mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga
kehormatan” (Asqgalani tt, 200).

St B S Jy e 8, R%& e 4 s@v\&w&‘m

“dari Anas Ibnu Malik Radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi SAW memuji
Allah dan menyanjung-Nya bersabda: tetapi aku shalat, tidur,
berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa yang
membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk umatku (HR
Mutafaq ‘alaih)”. ’

gy L, U 95 s T o e ) 52550 ) ey

Aol bl L,

“Dari Abu Hur4d
dinikahi karena

ersabda: perempuan itu
turunan, kecantikan, dan
agamanya. Dapd § beragama, engkau akan
berharga. (HR. Mutafaqun "Maih dan imam yang tujuh)” (Asqalani,

“*UIN IMAM BONJOL

Berdasarkan keter s, bahwa Nabi Muhammad
SAW menganjurkan umatnya menikmarena nabi juga menikah. Nabi
Muhammad juga menjelaskan bagaimana cara memilih pasangan untuk
dinikahi. Pernikahan tersebut dapat menjaga seorang hamba dari

perbuatan yang buruk yang akhirnya akan membuatnya menyesal.
2.2.2. Hukum Pernikahan

Ibnu Rusd menjelaskan hukum pernikahan menurut berbagai

golongan fugaha sebagaimana dikutip al-Ghazali:

“Segolongan fugaha’, yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat
bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhahiriyah
berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah
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mutakhkhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk
sebahagian orang, sunnat untuk sebagian lainnnya dan mubah
untuk segolongan lainnya. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa
hukum asal nikah adalah mubah, di samping ada yang sunnat,
wajib, haram dan yang makruh” (Ghazali, 2003,11-18).

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan
disuruh oleh Nabi. Jumhur ulama secara rinci menyatakan hukum
perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai

berikut:

a. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin,
telah pantas untuk kawin dan telah mempunyai perlengkapan
untuk melangsungka_n_ _""perkawinan. Sekalipun  demikian
melaksanakan peyka_\‘/v'-‘i"rl 4 dalah lebih baik baginya. (Muchtar,

1974, 24).

an an-Nasai no 3216:
JB e ) 3 islle o

g Jers go ) Cane Lol i

UIN IMAM BONJOL =%
“Dari ‘Aisyah RAPg( : ata: sayang ingin bertanya
kepadmu mengen&i fi g g bagaimana pendapat anda
mengenainya: ‘Aisyah berkata: jangan engkau lakukan, tidakkan
engkau mendengar Allah Azza Wajalla berfirman: dan
sesungguhnya kammi telah mengutus beberapa Rasul sebelum
kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan
keturunan.. maka janganlah engkau hidup membujang” (al-Bani,
1997, 497)

b. Makruh bagi orang yang belum pantas untuk kawin, belum
berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk

perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai

perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat
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seperti impoten, penyakit tetap, tua bangka dan kekurangan fisik
lainnya.

c. Wajib bagi orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan
untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin; ia khawatir
terjerumus ketempat maksiat kalau ia tidak kawin. Sebagaimana

petunjuk dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nur ayat 33:

edlad BT s G GG Oy de Y ill i s
“dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga
kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan
karunia-Nya” (Depag, 2010,354)

d. Haram bagi orang-oranggyang tidak akan memenuhi ketentuan

syara’ untuk melakuka_’h pe A'aw_i'nan atau ia yakin perkawinan itu

yéré’, sedangkan ia meyakini
perkawinan R, i asangannya

e. Mubah bagi d ya belum ada dorongan

untuk kawin ak akan mendatangkan

kemudaratan 3 (Syarifuddin, 2010, 74-

" UIN IMAM BONJOL
Secara personal hukupAﬂAera@ebabkan perbedaan kondisi

mukallaf, baik dari segi karakter kemanusiaannya maupun dari segi
kemampuan hartanya. Hukum nikah tidak hanya satu yang berlaku bagi
seluruh mukallaf. Masing-masing mukallaf harus mempunyai hukum
tersendiri yang spesifik sesuai dengan kondisinya yang spesifik pula, baik

persyaratan harta, fisik, dan akhlak.

a. Fardhu
Hukum nikah farhdu, pada kondisi seseorang yang mampu biaya
wajib nafkah, yakni biaya nafkah dan mahar dan adanya percaya
diri bahwa dia mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan

dengan istri yakni pergaulan dengan baik. Demikian juga, ia yakin
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bahwa jika tidak menikah pasti akan terjadi perbuatan zina,
sedangkan puasa yang dianjurkan Nabi tidak akan mampu
menghindarkan dari perbuatan tersebut.

b. Wajib
Hukum nikah menjadi waib bagi seseorang yang memililki
kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam
pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan ia
mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak
menikah.

c. Haram
Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki
kemampuan naﬂ<ah‘ni'kéh" d.aﬁ-j yakin akan terjadi penganiayaan
jika menikah. : A y

d. Makruh
Nikah bagi s

}i campuran. Seseorang
yang memp biaya nikah dan tidak
khawatir terj dikhawatirkan terjadi

penganiayaan istri yang tidak sampai kepada tingkat yakin (Azam

aan VN4 IVEAN BONJOL
e. Fardhu, Mandub, M@ANG

Seseorang yang dalam kondisi normal, artinya memiliki harta,
tidak khawatir dirinya melakukan maksiat zina sekalipun

membujang lama dan tidak khawatir berbuat jahat terhadap istri.

Para ulama dalam hal ini berbeda pendapar tentang hukum nikah.
Pendapat pertama, fardhu menurut kaum Zahiriayah, dengan alasan:
pertama, zhahirnya teks-teks ayat maupun hadits mengenai perintah
nikah. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan menikah dan Ilahirnya
perintah menunjukkan wajib. Kedua, Nabi melarang beberapa sahabat

yang membujang, dan tidak menikah secara berlebih-lebihan. Ketiga,
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seseorang walaupun dalam keadaan normal atau tidak akan melakukan

maksiat zina.

Pendapat kedua, pernikahan hukumnya mubah seperti akad jual beli
dan makan minum. Demikian pendapar Asy-Syafi'iyah dan orang-orang
yang sepakat dengan pendapat mereka. Alasan yang dikemukakann
mereka bahwa menikah mubah dan tidak wajib adalah dalil yang dipetik
dari teks al-Quran dan Hadits (dalil manqul) dan dalil yang diambil dari
akal (dalil ma’qul)

Pendapat ketiga, sunnah muakkadah menurut jumhur, menurut
mayoritas ulama seperti Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah, hukum
nikah seseorang dalam keadaaq_normal_adalah sunnah muakkadah. Alasan

yang dikemukakan me,r.eka," -A ‘Nabi SAW melakukan dan

menganjurkannya, an kepagda setiap individu dari
manusia sebagaima “
44-52).
2.3. Rukun dan Syarat
2.3.1. Rukun Pernikahd
Rukun y 0 ntukan sah atau
tidaknya sesila't,u| erja Al:% tB 'Slll\ajtllgluf;termasuk dalam
rangkaian pekerjaan 1tu muka untuk wudhu’ dan
takbiratul ihram untuk shalat.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada menentukan sah atau tidaknya
suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam
rangkaian pekerjaaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat; atau
menurut Islam, calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama
I[slam. sah yaitu sesuatu pekerjaan (Ibadah) yang memenuhi rukun dan
syarat (Ghazali, 2003, 45-46).

Rukun perkawinan menurut Islam, jumhur ulama sepakat bahwa

rukun perkawinan itu adalah: a). Calon pengantin pria; b). Calon

pengantin perempuan; c). Wali nikah; d). Dua orang saksi (Bunyamin dan



29

Hermanto, 2017, 14-17); e). Sighat (akad) ijab dan qabul (Mudhlor, 1994,
52)

Tentang rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat, Imam Malik
mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu: a). Wali dari
pihak perempuan; b). Mahar (maskawin); c). Calon pengantin laki-laki; d).

Calon pengantin perempuan; e). Sighat akad nikah.

Imam Syafi’i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu: a).
Calon pengantin laki-laki; b). Calon pengantin perempuan; c). Wali; d). Dua
orang saksi; e). Sighat akad nikah.

Menurut ulama Hanafiah, rukun nikah itu hanya ijab dan gabul saja
yaitu akad yang dilakukan, oleh ‘pi‘h'ak‘ wali perempuan dan calon

pengantin laki-laki. Sedaﬁgk “segolongan lain bahwa rukun

nikah itu ada empat [); b). Calon pengantin

perempuan; c). Cal ali dari pihak calon
Pendapat yang la a rukun nikah itu ada

empat, karena calon pengantin laki-laki dan perempuan digabungkan

menjadi satuulluti:lMAMr&QNJQlﬂnelakukan akad
perkawinan, yakni memPA@AlNG mempelai perempuan; b).

Adanya wali; c).Adanya dua orang saksi; d). Dilakukan dengan sighat

tertentu (Rahman Ghazali, 2003, 47-49)

2.3.2. Syarat Pernikahan

2.3.2.1. Pengantin pria syaratnya adalah: a). Beragama Islam; b). Laki-

laki (bukan banci); c). Tertentu/jelas orangnya; d). Tidak
terkena halangan perkawinan; e). Cakap bertindak hukum
untuk hidup berumah tangga; f). Tidak sedang mengerjakan
haji atau umrah; g). Belum mempunyai empat orang istri
(Mudhlor, 1994, 52); h). Tidak mempunyai istri yang haram
dimadu dengan calon istri (Ghazali, 2003, 50).
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2.3.2.2. Calon pengatin perempuan, syaratnya adalah: a). Beragama
Islam (dulu termasuk ahli kitab); b). Perempuan (bukan banci);
c). Tertentu /jelas orangnya; e). Dapat dimintai persetujuan; f).
Tidak terkena halangan perkawinan; g). Di luar iddah (janda);
h). Tidak sedang mengerjakan ibadah haji atau umrah
(Mudhlor, 1994, 52); i). Tidak dipaksa/ikhtiyar (Ghazali, 2003,
54).

Salah satu syarat perkawinan adalah persetujuan calon
mempelai. Persetujuan ini dilakukan agar suami dan istri dapat
dengan senang hati membagi tugas, hak dan kewajibannya secara

proporsional. Dengan demikiah tujuan perkawinan dapat tercapai.

2.3.2.3. Walj, syaratnyéf ad : b-'e"rag‘ama I[slam; b). Laki-laki; c).
il (tid 3asia); Ladllatas perwaliannya; e).

wali; f). Tidak sedang

2.3.2.4. g laki-laki; b). Beragama

I[slam c). Mengerti masksud akad perkawinan d). Hadir saat ijab

qakd IN-AEMIAMB ONIGL o). Berakal dan
tidak orang giPA IAIN)Gukan anak-anak; g). Kedua

orang saksi itu mendengar (Ghazali, 2003, 64).
2.3.2.5. Untuk shighat akad, syaratnya:
a) Lafal yang jelas maknanya.

1. Pendapat Asy-Syafi’iyah dan Hanabilah, tidak sah akad nikah
kecuali dengan menggunakan lafal nikah atau zawaj atau
akar kata dari keduanya.

2. Pendapat ulama Hanafiyah, ulama Hanafiyah memperluas
lafal yang menunjukkan pada sahnya akad. Menurutnya,
sebagaimana akad nikah apabila sah menggunakan lafal

sharih, maka sah pula menggunakan lafal kiasan. Bahkan
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mereka membolehkan menggukan kata bay’ (jual beli), yang
penting ada indikator yang menunjukkan pada makna nikah.

3. Pendapat ulama Malikiyah, mazhab Malikiyah berpendapat
bahwa secara khusus, shighat akad nikah mempunyai tiga
bentuk, yaitu lafaz nikah (pernikahan) zawaj (perkawinan),
dan hibah (pemberian). Tetapi lafal hibah wajib dibarengi
penyebutan mahar (maskawin) tertentu.

4. Pendapat ulama Zhahiriyah, bahwa akad nikah tidak sah
kecuali menggunakan lafaz nikah, tazwij, dan tamlik
(pemilikan).

b) Adanya persamaan ijab _d_qn qabul.

Jika terjadi perbeda‘ah :antara ijab dan qabul maka tidak sah

akad, baik perbeda : am tkuran mahar maupun dalam
permasal yan 1. ;

akan dalam satu majlis

untuk men . o eduanya.

d) Tidak meralat ijab sebe qabul

i N FEVTAM: BONS qavur. jav-nya
dianggap tidak Pﬂaﬁaﬁ@ tidak jadi.

e) Shighat akad ringkas
Shighat akad hendaknya terlepas dari catatan atau syarat,
sehingga menimbulkan pengaruh seketika. Shighat akad tidak
boleh bergantung pada wurusan yang akan datang atau
disandarkan pada masa yang akan datang.

f) Shighat akad untuk selamanya
Shighat yang digunakan dalam akad nikah hendaknya
selamanya, tidak boleh dibatasi waktunya dengan pembatasan
tertentu, baik dalam waktu yang panjang atau lama maupun

waktu yang pendek atau sebentar.
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g) Pihak kedua tidak mengeluarkan pernyataan yang bernada
menoloak atau berpaling setelah ijab, misalnya ia pindak
kepada pembicaraan yang lain yang tidak berkaitan dengan

tema pernikahan (Azam dan Hawwas, 2014, 60-80).

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan

beberapa syarat perkawinan. Dalam pasal 6 disebutkan:

a. Perkawinan harus dilakukan atas persetujuan kedua calon
mempelai.

b. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum
mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan

izin kedua orang tua,«® =~

c. Jika salah seorané ke ‘ta ‘telah meninggal dunia atau
dalam kead? i ata ehendaknya, maka izin
dimaksud p4d eh dari orang tua yang
masih hidup mampu menyatakakan
kehendaknya.

d. Kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak

mam}LJleatllM AMIaBOrNJZQLerOIeh dari wali,
orang yang memePA @AN@ yang mempunyai hubungan

darah dalam garis keturunan keatas selama mereka masih hidup
dan dalam keadaan dapat menyakakan kehendak.

e. Apabila ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut
dalam ayat 2,3 dan 4 pasal ini,, atau salah seorang atau lebih di
antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan
dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan
melangsungkan perkawinan atau permintaan orang tersebut
dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-

orang tersebut dalam ayat 2,3 dan 4 pasal ini.
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Selanjutnya dalam pasal 7 disebutkan: “perkawinan hanya diizinkan
jika pihak pria telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak
wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

2.3.3. Penghalang Pernikahan

Wanita ada yang haram dinikahi seorang laki-laki selamanya; tidak
halal sekarang dan tidak akan halal pada masa yang akan datang, mereka
itu disebut mahram abadi. Begitu juga ada wanita yang haram untuk
dinikahi seorang laki-laki sementara; keharaman berlangsung selama ada
sebab dan terkadang menjadi halal ketika sebab keharaman itu hilang,

macam kedua ini disebut haram sementara atau temporal.

2.3.3.1. Adapun wanita yang’"_héfam dinikahi selamanya yaitu:

a) Wanita Haram Seb

Larangan kan pada firman Allah

dalam surah /

UIN IMAM BQNQ s s
PADANG ¢

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu
yang perempuan, saudara-saudara yang perempuan, saudara-
saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu
yang perempuan anak perempuan dari saudaramu yang laki-
laki dan anak perempuan dari saudara-saudaramu yang
perempuan” (Depag, 2010, 81).
Nasab yang dimaksud di sini adalah kerabat dekat, orang yang
mempunyai kerabat disebut pemilik rahim yang diharamkan.
Wanita yang diharamkan sebab nasab, yaitu:

a. Ibu dan orang yang dinisbatkan nasabnya kepada seorang

perempuan sebab kelahiran, baik atas nama ibu secara hakiki
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yaitu yang melahirkanya atau secara kiasan yaitu yang
melahirkan dari anaknya ke atas seperti nenek dari ibu, nenek
dari bapak, neneknya ibu, dan neneknya bapak ke atas.

b. Anak-anak perempuan ke bawah.

c. Anak-anaknya orangtua, mereka saudara perempuan secara
muthlak, baik yang sekandung atau yang bukan sekandung,
putri saudara laki-laki, putri saudara perempuan, putri dari
anaknya saudara laki-laki, putri dari anaknya saudara
perempuan sampai ke bawah.

d. Anak-anak kakeknya dan anak-anak neneknya dengan syarat
terpisah satu tingkat. §

e. Bibi yaitu saudara ;‘-pr'er'erililpuan ayah atau ibu, baik saudara
sekandung aya'h'at"‘ dan seterusnya ke atas (Ghazali,

2003, 10

Menurut ki diharamkan menikahi

anak perempt D meskipun zina ini tidak
terhormat, and masuk dalam keumuman

ayat Allah, “diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu dan

anai kb INV M AM-BO N2
Ali Yusuf AI-SLPAMN@ Fikih Keluarga dikutip dari

al-Sakaki menyatakan bahwa diharamkannya menikahi karena
adanya hubungan nasab (keturunan) dapat mengakibatkan
putusnya kerabat (Bunyamin dan Hermanto, 2017,30-31).
Hikmah keharamannya, sesungguhnya Allah SWT telah
menetapkan bagi manusia atas fitrah yang menjauhkan dari
memikirkan syahwat terhadap perempuan-perempuan yang
diharamkannya. Termasuk hal mustahil secara fitrah adalah orang
yang merasakan syahwat dengan sejenis seperti terhadap ibunya
atau ia hendak berfikir untuk bersenang-senang dengannya,

karena cinta kasih yang terjalin, pemberian yang mulia yang
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dibawa dalam hati anak laki-laki terhadap ibunya dari segi fitrah
yang bersih.

Semua itu mencegah anak laki-laki untuk mengarah pada
pandangan yang aneh, didasarkan hal ini atas ketetapan
pernikahan kerabat-kerabat tersebut dari pertentangan hak-hak,
memenuhi kewajiban-kewajiban, misalnya seorang ibu yang
berhak atas anaknya berupa kebaikan, pelayanan, dan
kesungguhan dalam memuliakannya, tiadalah terfikir seorang
anak berhak atas ibu seperti hak-hak istri yang bertentangan. As-
Sakaki berkata: sesungguhnya menikahi mereka menyebabkan
pemutusan kerabat, karena pernikahan itu tidak terlepas dari

kelapangan yang ter]alln antara suami istri secara tradisi dan dan

karena sebab-sebab 1n' i kekerasan hati di antara mereka

~P“Aﬁ’A °“ S, s b
e pall L s

“Dan (diharamkan) ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang
dalam pemeliharaanmu dari istri-istri yang telah kamu
campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu
(dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu tidak
mengawininya, dan istri-istri anak kandungmu” (Depag, 2010,
81)

Imam Syafi’i berpendapat bahwa larangan perkawinan karena
mushaharah hanya disebabkan oleh akad, tidak bisa karena
perzinaan, dengan alasan tidak layak perzinaan yang dicela itu

disamakan dengan hubugan mushaharah. Sebaliknya, Imam Abu
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Hanifah berpendapat bahwa larangan perkawinan karena
mushaharah, di samping disebkan oleh akad yang sah, bisa juga
disebabkan oleh perzinaan (Bunyamin dan Hermanto, 2017, 43).

Ada empat tipe wanita yang haram selamanya bagi laki-laki
untuk menikahinya sebab hubungan peresambungan, yaitu
sebagai berikut:

Pertama, orangtua istri, baik setelah bercampur dengan istri
atau belum. Kedua, anak-anak istri yag telah dicampuri. Ketiga,
istri-istri orang tua walaupun belakangan sebagai penengah nasab
antara ia dan mereka. Keempat, istri-istri anak walaupun
belakangan sebagai penengah nasab antara ia dan mereka.

Adapun perempuanﬁyan’g diharamkan beredasarkan hubungan

semenda (ikatafi ’p' )= bertujuan untuk menjaga

keberadaan C i @@l untuk hal-hal yang
penting senfiSal ya STt buruknya pengertian,
tersebarnya an anak perempuannya
atau antara bd |, atau antara perempuan

dengan saudara perempudn dari ibu, saudara perempuan dari

bapallJ HN: | MAM BOQNJObene  teriadang
mengakibatkan pPAtﬂNl@angan antara angggota satu

keluarga. Terdapat hikmah lain atas pelarangan perenikahan
dengan kerabat-kerabat dekat, yakni menyebabkan kelemahan
fisik anak-anaknya (As-Subki, 2010, 124).
c) Keharaman Sebab Persusuan.

Larangan perkawinan karena hubungan sesusuan berdasarkan

pada lanjutan surat An-Nisa’ ayat 23 di atas:

4
& F*

z z =
R (R APE T PRS- R SR rdE I .
f\.x‘.\oj“ . g0 {’—%"’)}b J‘&J‘ (’—%"“—6"‘)

“(Diharamkan atas kamu mengawini) ibu-ibumu yang
menyusukan kamu, dan dan saudara-saudara perempuan
sepersusuan” (Depag, 2010, 81).
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Al-Radha’ (persusuan) secara etimologi adalah nama isapan
susu dari payudara secara muthlak, baik pada manusia maupun

hewan mamalia kecil dan besar.

Menurut terminologi syara’ persusuan adalah suatu nama
untuk mendapatkan susu dari seorang wanita atau nama suatu
yang didapatkan dari padanya sampai di dalam perut anak kecil

atau kepalanya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa susuan yang dapat
mengharamkan pernikahan adalah susuan yang diberikan saat
masih kecil, atau di bawahyumur dua tahun, berdasarkan firman
Allah, “para ibu hendakldh:"mehyusykan anak-anaknya selama dua

tahun penuh, yaitii bagd in menyempurnakan penyusuan.”

Laban (air sus ] 3 isusui). Syarat dan rukun

radha’ adalah sebagai ber

1 b N AMAMBONJOL iy syaret
sevagaiberi PADANG

a. Wanita, artinya adalah murdhi’‘ah (yang menyusui) harus
berkelamin wanita.

b. Masih hidup, artinya apabila air susu yang diminum seorang
anak diambil dari wanita yang sudah meninggal dunia, tidak
membentuk pertalian mahram radha’.

c. Berusia sekitar 9 tahun Hijriyah, artinya air susu yang bisa
menjadi pertalian mahram radha’ adalah air susu yang
keluar dari wanita yang sudah memungkinkan haid/keluar
sperma/ melahirkan, yaitu sudah mempunyai usia kurang

lebih 9 tahun, kurang 16 hari tidak genap.
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2. Laban (air susu), syarat air susu yang bisa menyebabkan
pertalian mahram radha’ adalah sebagai berikut:

a. Minimal mempunyai tiga kali tegukan terputus-putus atau
sekali teguk yang lama (menurut standar umum)
sebanding/melebihi masa lima kali teguk.

b. Sampai kedalam perut, yang menjadi syarat dalam hal ini
adalah kadar lima tegukan atau lebih sampai dalam perut
anak yang disusui, baik masih dalam cerai susu seperti
aslinya maupun sudah bercampur sesuatu.

3. Radhi’/ anak yang disusui, anak yang disusi akan mempunyai
ikatan mahram dengan'y\_/anita yang menyusui, anak-anaknya
wanita yang menyu;s'lii ’da'tn‘ lain-lain, apabila telah memenubhi

syarat, yaitu Beru | o 'dali 2 tahun Hijrah, dan Masih

orangtua seoldi JElSx Ag@baik dari bapak maupun
dari ibu. Kedu : epersusuan. ketiga, anak-

anak kedua orangtua sepersusuan, yaitu saudara perempuan

seperUJaNKlMAaM«zB@Nd%ek sepersusuan,
mereka itu saudarPAﬂiAN @ai) sepersusuan. Kelima, istri

orangtua sepersusuan, yakni istri bapak sepersusuan, istri kakek
sepersusuan ke atas, baik istri yang telah dicampuri atau belum.
Keenam, istri anak sepersusuan, yakni istri anak laki-laki
sepersusuan atau istri cucu putra dari anak laki-laki. Ketujuh,
orangtua istri sepersusuan,, yakni ibu dan kakeknya sepersusuan.
Kedelapan, anak-anak istrinya sepersusuan, yakni putrinya, cucu
putri dari anak putri dan cucu putri dari anak laki-laki
sepersusuan.

Hikmah keharamannya, atas alasan tersebut maka ibu yang

menyusui menjadi ibu bagi orang yang menyusu dengannya.
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Semua anak-anaknya menjadi saudara baginya. Orangtuanya

menjadi orangtuanya, sehingga ibunya haram baginya seperti

keharaman anak perempuannya. Saura-saudara ibu yang

menyusui menjadi saudaranya, sehinngga haramlah saudara-

saudara perempuannya baginya. Suami dari ibu yang menyusui

menjadi bapak bagi bayi yang disusui (As-Subki, 2010, 125).

d) Li'an (kutuk-mengutuk dengan mengangkat sumpah).

e) Perbedaan agama (seorang laki-laki beragam Islam dilarang

2.3.3.2.

menikah dengan perempuan non-Muslim, demikian pula
sebaliknya seorang perempuan Muslim dilarang menikah
dengan dengan laki-laki non- Muslim. Namun demikian, laki-

laki beragama Islam deerbolehkan menikah dengan

Kltmerempuan Yahudi dan Nasrani)

3 O LTI UP T CONCRC T o) waktu ialah larangan

perempuan AHli

Larangan ini hilang s€telah habis masa iddahnya. Hal ini

sk N JVWAM B ONI OL 41-5aqaran ayat
235, yaitu: PADANG

cz 2 =
AR “

33ae Ty Ny By NEE ‘)J)-U/ A 2 Gasdeisi N

“Janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka
secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka)
Perkataan yang ma'ruf, dan janganlah kamu ber'azam (bertetap
hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya” (Depag,
2010, 38).

b. Thram haji/umrah (Syarifuddin, 2010).

C.

Wanita-wanita yang dinikahi dan sesamanya



40

Maksudnya, wanita ber-iddah baik karena ditalak atau
dipisahkan karena dicampuri syubhat, atau karena dipisahkan.

. Wanita tertalak tiga kali bagi suaminya

Wanita yang telah ditalak tiga tidak boleh dinikahi kembali oleh
suaminya kecuali telah dinikahi suami lain secara sah menurut
syara’ dan telah bercampur, kemudian dipisah karena
meninggal dunia atau ditalak dan talah habis masa iddah-nya.

. Poligami antara dua perempuan mahram.

Haram bagi seseorang berpoligami dua orang wanita yang ada
hubungan kerabat atau persusuan yakni sekiranya ditakdirkan
mempunyai anak laki-laki maka haram yang lain atasnya.

. Poligami melebihi emhat (;rang wanita

Keharaman inifberl; ém.p‘ai ada yag mati atau discerai

Tidak bole X y lan yang tidak beragama
samawi, sep bah api, Watsaniyah yang

menyembah berhala, Syabiyah yang menyembah bintang-

biksdhf N2 MAM-8 @ NJOLn  Hindu yang
menyembah @A DANG

. Wanita murtad

Tidak boleh bagi seseorang menikahi wanita yang keluar dari
agama Islam, ia tidak beragama karena tidak menetap pada
agamanya (Azam dan Hawwas, 2014, 137-170).

Halangan kehamban sedangkan terdapat perempuan yang

merdeka.

j. Halangan sakit. (Ghazali, 2003, 104).

. Saudara perempuan bapak dari istri atau saudara perempuan
ibu dari istri.

. Perempuan-perempuan yang kena li’an.
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m.Perempuang yang memiliki budak laki-laki, maka ia haram
baginya dikarenakan tidak terpenuhinya hak-hak atas mereka

(As-Subki, 2010, 127-132).

2.4. Pengertian ‘Urf dan Macam-macamnya.

2.4.1. Pengertian al-Urf

2.4.1.1. Pengertian ‘Urf menurut Bahasa

‘Urfberasal dari kata yang terdiri dari huruf ‘ain, ra’dan fa’ yang
berarti kenal. Dari kata ini muncul kata ma’rifah (yang dikenal), ta’rif
(defenisi), kata ma’ruf (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata ‘urf
(kebiasaan yang baik) (Dahlan, 2014, 209). ‘Urf dalam kajian usul
fikih, adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam
kehidupan masyarakat sehihg"gai— t'r-_lereka merasa tentram. Kebiasan
yang telah berlangsufg 'l ‘ Lat

an i-'attb‘erupa ucapan dan perbuatan
baik yang bersi ) upun g beLsi@f umum (Firdaus, 2004,

96). Suatu keb{@Ba3 3 1o Lan'jd8 disuatu daerah baik

perkataan dan pe il 4 B K88 nakan membuat mereka
tentram tanpa ada

Amir Syarifuddin berpentiapat bahwa ‘urf ialah “sesuatu yang

telan dikded N HINEA Wk BN d axal senar’. urf
bermakna berbuat bapﬂ)MNGllah berfirman dalam QS al-

A'raf, 7, 199: (Syarifuddin, 2004, 95-96)
— B S T Pk Y. SRS ¢ AP

“jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang
ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.
(Depag, 2010,176).

2.4.1.2. Pegertian ‘Urf menurut Istilah

Adapun dari segi terminologi, kata ‘urf mengandung makna:
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lobylas L2l of (e Cudﬂyuwajbj Ul estel Le
éﬁb\wwwoﬂ.'cjbwﬁbz\iﬁ\duyupu@»&

“Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka
mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di
antara mereka , ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal
dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi,
dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya
dalam pengertian lain” (Dahlan, 2014, 209).

Kata ‘urf sama dengan istilah al-‘adah (kebiasaan), yaitu:

d}éb Lol CLB\ 4:.1153 J}Z;J\ dgor oo J}A;M L} J.E.‘.’M\ L
“Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya
diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar” (Dahlan,

2014, 209). - B

Beberapa e 'elasamapat digllhami, al-‘urf atau al-
‘adah terdiri ata -y ' qauli (kebiasaan dalam
bentuk perkataa biasaan dalam bentuk

‘Urf dalam bentuk perb™an, misalnya, tradisi jual beli barang
kebutuhaUe'}N }iaMiAM— B@N@'Lﬂ lafal jjab dan
qabul. Demikian jug antaran” dan “mas kawin”.
Sedangkan contoh ‘urf ﬁam bentuk perkataan, misalnya kalimat
“engkau saya kembalikan kepada orangtuamu” dalam masyarakat
[slam Indonesia mengandung arti talak.

Defenisi al-‘adah yang dirumuskan oleh Muhammad Abu Zahrah

dalam bukunya Ushul al-Figh mengartikan

V.A)}A\ 4.3.1.9 C;-ALE.:MB ODalas N u»\.;.“ sllela

“Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan
telah mantap dalam urusan-urusannya” (Syarifuddin, 2008,
388).

‘Urfyang dimaksud dalam ilmu usul fikih adalah:
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Jﬁ"y‘ o V—@M‘-"-’ Q3 R Vﬁ)/u.l;u 3 e 4230) u»\.ﬂ\ ealel Le

el b e ) S
“sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) mannusia atau pada
sebagian mereka dalam hal muamalah dan telah melihat/tetap
dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-
menerus yang diterima oleh akal yang sehat” (Djalil, 2010, 161-
162).

Badran mengartikan ‘urfitu dengan:
3 o) SE o ) s ie SS Jab sl g8 e osilly Wl jsga olizels

Il obsie ol ojloy pgorsds
“Apa-apa yag dibiasakangdan diikuti oleh orang banyak, baik
dalam bentuk ucapangatau perbuatan,berulang-ulang dilakukan

sehingga berbekas' dala jiwa mereka dan diterima baik oleh
akal merek” (Syarifuﬁ388).

‘Urf (kebias itu yang berulang-ulang
dilakukan oleh

u, dan terus-menerus
dijalani oleh mere adi sepanjang masa atau

pada masa tertentu saja. Kata®8esuatu” mencakup sesuatu yang baik

o ses N VAP BONY @ Lsrrs periotan
(qauly) dan hal yang if b i’liy). ‘Adah adalah perkara
ADANG

yang berulang-ulang n terus menerus terjadi, yang bukan
merupakan hubungan yang rasional (Asmawi, 2013, 161).
2.4.2. Macam-macam al-Urf
Ditinjau dari segi jangkauannya, ‘urf dapat dibagi dua, yaitu: al-‘urf al-
amm dan al-‘urf al-khashsh.
2.4.2.1. Al-Urfal-Amm
Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku pada sebagian
besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas misalnya,
membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu,
tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan

hanya di batasi oleh jarak tempuh maksimum.
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2.4.2.2. Al-'Urfal-Khashsh
Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu
masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya,
kebiasaan masyarakat jambi menyebut kalimat “satu tumbuk
tanak” untuk menunjuk pengertian luas tanah 10x10 meter.

Selanjutnya ditinjau dari segi keabsahannya, al-‘urf dapat pula dibagi
menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut.

2.4.2.1. Al-'Urfash-Shahihah (‘Urfyang absah)
Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak
bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. dengan kata
lain, ‘urf yang tidak men_ggbah ketentuan yang haram menjadi

halal, atau sebaliknyé,. *'meh_gubah ketentuan halal menjadi
haram. Misalnya,

ke i-'yan-g terdapapat dalam suatu
masyarakJimiag antar yangg@liberikan kepada pihak

wanita ket 11 IIod Jieeli @@ balikan kepada pihak
oleh pihak laki-laki.

Sebaliknya, j 2 o ol I eminangan adalah pihak

wanita, maka “hantara” yang diberikan kepada pihak manita

yand JibINnd MAM-BO N JG Luinannya kepada
pihak laki-laki yEAGYAN G

2.4.2.2. Al-Urf al-Fasidah (‘Urfyang rusak/salah)

Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan
ketentuan dan dalil-dalil syara’, sebalik al-‘urf ash-shahihah,
maka adat kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-
hal yang haram, atau mengharamkan yang halal. Misalnya,
kebiasaan berciuman antara laki-laki dan wanita yang bukan
mahram dalam acara pertemuan-pertemuan perta.

Ditinjau dari materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini ‘urfitu ada dua

macam:

2.4.2.1. ‘UrfQauli
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Kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau
ucapan. Kata waladun secara etimologi artinya anak, yang
digunakan wuntuk anak laki-laki dan anak perempuan.
Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak
ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda
perempuan (mu’annats).
2.4.2.2. ‘UrfFi'li

Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam prebuatan. Umpamanya: (1)
kebiasaan jual beli barang yang enteng (murah dan kurang
begitu bernilai). Transaksi antara penjual dan pembeli cukup
hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang
tanpa ucapan transa'kéi *'(éké-d) apa-apa. (2) kebiasaan saling

mengambil rokok di ' amalteman tanpa adanya ucapan

meminta

2008, 391).

mencuri (Syarifuddin,
Para ulama dah tidak dapat menjadi
landasan hukum, atal demi hukum. Oleh

karena itu, dalam rangka Tneningkatkan pemasyarakatan dan

pengamalu quJrl MA MiaB@Nld@lla_iknya dilakukan
dengan cara yang maPCAi@AlN @ngubah adat kebiasaan yang

bertentangan dengan ketentuan ketentuan ajaran Islam tersebut.
2.4.3. Kedudukan al-‘Urfsebagai Dalil Syara’

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan al-‘urf ash-
shahihah sebagai salah satu dalil syara’, akan tetapi di antara mereka
terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas pengunaannya sebagai
dalil. Mengenai hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling
banyak menggunakan al-‘urf sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama
Syafi’iyah dan Hanabilah.

Adapun kehujjahan ‘urf sebagai dalil syara’, didasarkan atas argumen-

argumen berikut.
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a.  Firman Allah SWT pada surat al-A’raf ayat 199:

e 2 o 21303200 215 50T 3

“Jadilah engkau bermanfaan dan suruhlan orang mengerjakan
yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang
bodoh” (Depag, 2010, 176).

b.  Ucapan sahabat Rasulullah SAW Abdullah bin Mas’ud:
Qs 5gd b Ogadadl sh)le 5 s dll s 55 Liw Ogaldindl ol )lid
s o
“Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi
Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka ia buruk di sisi

Allah”.

3 ni'fl'rl-.’»urf di atas sebagai dalil hukum,

Berdasarakan dalil-da}jl»kélvlu""
maka ulama, terut : alikiyah merumuskan

kaidah hukum yang lain, berbunyi:

LS 3slal

“Adat kebiasaan da

Yang berlgk I)N WnAM eBrOkﬂjuﬁltdasarkan syara’
PADANG..: o . ot it

“Yang berlaku bersdasarkan ‘urf seperti berlaku berdasarkan nashs”

2 )l

“Semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlak, dan tidak ada
pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi
kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujukkan kepada ‘urf” (Dahlan,
2014, 209-215).

Para ulama mempunyai beberapa syarat dalam pemakaian ‘urf, antara

lain:
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1.  ‘Urftidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash
yang ada.
2. 'Urf tidak boleh dipakai bila mengenyampingkan kepentingan
umum.
3.  Urf bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-
keburukan atau kerusakan (Djalil, 2010,163).
2.4.4. Hukum Dapat Berubah karena Perubahan ‘Urf
Hampir tidak perlu disebutkan, bahwa sebagai adat kebiasaan, ‘urf
dapat berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat, sebagai
konsekuensinya, mau tidak mau hukum juga berubah mengikuti
perubahan ‘urf tersebut. Mengenai konteks ini, berlaku kaidah yang

menyebutkan:

=l S, Y e e S
“Ketentuan huk

waktu, tempat,
(Dahlan, 2014, 20

UIN IMAM BONJOL
PADANG

terjadinya perubahan
erubahan lingkungan”



